A. GAMBARAN UMUM

Ditetapkannya Undangundang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
dengan paradigma baru telah memberikan perubahan yang mendasar dalam sistem
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada hakekatnya perubahan tersebut diarahkan
untuk lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah Daerah
dalam mensejahterakan masyarakat baik melalui peningkatan daya saing daerah maupun
peningkatan pelayanan publik.

Sejalan dengan hal tersebut, isu strategis yang mengemuka dewasa ini dan tdénga
berkembang disektor publik yaitu semakin menguatnya tuntutan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik olehpemerintahan di daerah yang berkualitas,
transparan dan akuntable. Konsekuensi dilaksanakannya pelayanan publik yang akuntabel
mengharuskan Pemerintah Daerah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik
(good governanck melalui penerapan manajemen kinerja yang sinergis dan terintegrasi
mencakup pelaksanaan fungsi fungsi manajemermlanning, organizing, actuating dan
contolling.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintahyang menegaskan kembali pentingnya sinergitas antara
aspek keuangan dan kinerja dalam pelaksanaan tugas kepemerintahan dan pembangunan
kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintalyang
mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai “unsur penyelenggara negara untuk
mempertanggungjawabkan péaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam
pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan
perencanaan strategis yang ditetapkan.

Oleh karenannya, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menyusun laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 20% sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban
kinerja atas keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian visi dan misi melalui
pelaksanaan program dan kegiatan yangelah direncanakan oleh masingmasing Satuan
Kerja Perangka Daerah (SKPD) tahun 203.

KOND OGRA

Kabupaten Cilacap merupakan Jabar) di sebelah Barat, Kabupaten Brebes
Kabupaten yang terluas di Provinsi Jawa di sebelah Utara serta Samuda Hindia di
Tengah dengan luas 225.360,84 Ha sebelah Selatan. Wilayah Kabupaten Cilacap
(termasuk Pulau Nusakambangan) dimana terdiri dari 24 Kecamatan, 269 Desa dan 15
secara geografis letaknya berada di antara Kelurahan.  Wilayah terluas adalah
1081 6 ot @090 mMd o md  "o4 1 PA A kecargatan Wanareja (19.063 Ha) dan
70458 ¢ 1O . 3h AAT O A A A @vkecil addlah keedmBEtanOCilak&p ES@atan
letaknya berbatasan dengan Kabupaten (911 Ha). lbukota kecamatan terjauh dari
Kebumen dan Kabupaten Banyumas di ibukota kabupaten adalah Dayeuhluhur
sebelah Timur, Kota Banjar, Kabupaten (107 km)
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a. Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Kabupaten Cilacap menurut hasil-registrasi-pendudukdata Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil pada Indikator Pembangunan Kabupaten Cilacaondisi sampai dengan
September 2015) mencapai 1.804.576jiwa yang terdiri dari laki-laki 913.714 jiwa dan
perempuan 890.862 Angka Kelahiran Kasar (CBR) sebesar 11,4 artinya terjadi kelahiran
hidup sebanyak 11 per 1.000 penduduk: Sementara Angka Kerzat Kasar (CDR) sebesar
5,95 artinya terjadi kematian sebanyak 6 per 1.000 penduduk.

Gambar 1.2. Pertumbuhan penduduk Gambar 1.3 Jumlah Penduduerdasarkan
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b. Penyebaran dan Kepadatan Penduduk

Sementara itu dari distribusi penduduk menurut kecamatan, memperlihatkan
Kecamatan Majenang adalah yang paling banyglenduduknya yaitu sebesar 12358 jiwa (
7,07% dari total jumlah penduduk Kabupaten Cilacap), diikuti Kecamatan Kesugihan
sebesar 117.790 jiwa kemudian KecamatanKroya sebesar 05.155 jiwa. Sedangkanyang
berpenduduk paling kecil adalah Kecamatan Kampunglit, yaitu sebesar 4.361 jiwa (0,80%
dari total jumlah penduduk Kabupaten Cilacap). Bertambahnya penduduk menyebabkan
kepadatan penduduk juga meningkat yaitu dari 825 jiwa/kn? pada tahun 2012 menjadi
841,93 jiwa/km 2 pada tahun 2014. Tingkat kepadatan pexduduk tertinggi berada di
Kecamatan Cilacap Selatan9(160,7 jiwa/km 2-), sedangkan tingkat kepadatan penduduk

terendah yaitu Kecamatan Kampung Laut ( 98,27iwa/km 2).

Kepadatan penduduk per Kecamatan
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Pemerintah  Kabupaten  Cilacap Gambar 1.5 Jumlah PNS menurut jenjang pendidika
memiliki SDM yang beragam. Jumlah

PNS tahun 2015 (sampai

dengan September 2015) seluruhnya 9% aso
sebanyak 13.510 orang yang terdiri 14% osLre

@5LTA

dari PNS lakilaki sebanyak 7.239
orang dan PNS perempuan sebanyak
6.271 orang. Menurut tingkat
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Gambar 1.6 Jumlah Pejabat Struktural di Lingkungan Pemka

Pejabat struktural di lingkungan Cilacap Tahun 2015
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Pemerintah Kabupaten Cilacap dibentuk berdasarkan Undarddgndang Nomor 13Tahun
1950 tentang Pembentukan, DaeratDaerah Kabupaten'Dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah. Pemerintah Kabupaten Cilacap dipimpin oleh seorang Bupati yang dibantu oleh
seorang Wakil Bupati. Adapun tugas wewenang, kewajiban dan hak Bupati sebagai Kepala
Daerah diatur dalam ketentuan Pasal 65 Undargndang Nomor 23 Tahun 2014. Untuk
melaksanakan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten
Cilacap maka dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan membantu
Bupati dalam mengelolaurusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Ditetapkannya Undang Undang No 23 Tahun 2014 hingga saat ini belum diikuti dengan
peraturan pelaksanaannya. Sehingga Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Kabupaten Cilacap masih berpedoman pada Reuran Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 terlihat sebagaimana bagan organisasi perangkat daerah kabupaten Cilacap
sebagaimana Gambar T.



Gambar 1.7. Bagan Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten Cilacap

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab Cilaca|
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B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LKj IP Kabupaten Cilacap Pemerintah Kabupaten Cilacap. Identifikasi
Tahun 2015 adalah sebagai bentuk keberhasilan, permasalahan dan solusi yang
pertanggungjawaban pelaksanaan tuga dan tertuang dalam LKj IP, menjadi sumber untuk
fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu perbaikan perencanaan dan pelaksanaan
satu tahun dalam mencapai tujuan/sasaran program/ kegiatan yang akan datang. Dengan
strategis instansi. pendekatan ini, LKj IP sebagaproses evaluasi

Tujuan Penyusunan LKj IP Kabupaten Cilacamer”"’l.dI bagian yang tidak te_rplsahkan dari
erbaikan yang berkelanjutan untuk

Tahun 2015 sebagai alat untuk mendapatka inakatk Kineri intah lalui
masukan stakeholdersdemi perbaikan kinerja meningkatkan kinera pemerintahan - metaiul
perbaikan pelayan publik.

C.SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan LKjIP Kabupaten Cilacap Tahun 2015 disusun dengan sistematika mengacu
pada Perdauran Menteri Negara Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2015 tentangPetunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

B BAB | PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis
organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

B BAB Il PERENCANAAN KINERJA
Menyajikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan
B BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian Kkinerja
organisasi untuk setiap pernyataan kinerja “sasaran /strategis sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strates tersebut dilakukan
analisis capaian kinerja sebagai berikut:

@ Membandingkan antara ‘target-dan-realisasi kingrja tahun ini, antara realisaglan
capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi
kinerja sampai dengan tahua ini.dengan target’jangka menengah yang terdapat dalam
dokumen perencanaan strategis organisasi

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta
alternative solusi yang telah dilakukan

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja

Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digakan untuk
mewujudkan kinerja organisasidan Prestasi/ Pernghargaan yang diraih
B BAB IV Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa
mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.
B Lampiran.

Pada lanpiran berisi SK Bupati Cilacap tentang Tim Penyusun LKjIP, Review atas Lakip
Kabupaten Cilacap Tahun 2015
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Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SABKmeliputi rencana
strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja,
reviu dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan
SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang beeotasi pada hasil yang ingin
dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan
memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang
ada Perencanaan strategis harus disusun secara integral komprehsif dan implementatif
sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang
optimal. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam kerangka
sistem pembangunan nasional, maka seluruh Pemerintah Daerah r@¥insi dan
Kabupaten/Kota) wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, berupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang merupakan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahuBelain itu,
Pemerintah Daerah juga harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 tahunanTerkait dengan hal tersebut, Pemerintah
Kabupaten Cilacaptelah menetapkan RPJPD Kabupaten Cilacap 2025 dengan Perda
Nomor 23 Tahun 2008dan RPIJMD Kabupaten Cilacap Tahun 20PP17 dengan Peraturan
Daerah Nonor 5 Tahun 2013.

A. INSTRUMEN GUNA MENDUKUNG PENGHLAAN KINERJA

Pemantapan manajemen pembangunan berbasis kinerja, menjadi salah satu perhatian
bagi Kabupaten Cilacap. Beberapa inovasi yang sudah dikembangkan untuk peningkatan
kinerja baik pada fase perencanaan maupun pengendalian pembangunan antara lain adalah :

|

Pemkab Cilacap sudah menerapkan aplikasi Simda Keuangan sejak TA 2@rdégram
aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliti
penganggaran, penatausahaan, akuntansi.dan pelaperanngautput aplikasi ini antaralain:

®» Penganggaran
Rencana Kerja Anggaran (RKA), RAPBD dan Rancangan Penjabaran APBD, APBD dan
Penjabaran APBD beserta perubahannya, Dokumen Pelaksanaan AnggaraApD

®» Penatausahaan
Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah
Membayar (SPM), SPJ, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Tanda Setoran (STS),
beserta registerregister, dan formulir-formulir pengendalian anggaranlainya.

Akuntansi dan Pelaporan
Jurnal, Buku Besar, Buku Pembantu, Laporan Keuangan (Laporan Arus Kas dan Neraca
Laporan Realisasi Anggaran), Pertanggungjawaban dan Penjabarannya.

¥

Gambar 2.1 Aplikasi Simda Keuangan
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SIM Pelaporan Pembangunan J

Aplikasi membantu dalam pemendalian terhadap pelaksanaan fisik keuangan
kegiatan khususnya kegiatan belanja langsung SKPD serta pengadaan barang dan jasa dapat
dipantau secara realtime oleh SKPD. Adapun data diinput setiap bulan paling lambat tanggal 5
sebagai laporan pelaksanaaridik dan keuangan pada masingnasing SKPD.

Gambar 2.2. Aplikasi SIM Pelaporan Pembangunan Daerah

Selamat datang di SIM PELAPORAN PEMBANGUNAN

BAGIAN ORGANISAST

SIMDA BMD J

Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan barang daerah meliputi
perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan a&osi barang daerah. Output
aplikasi ini antara lain :

®» Perencanaan
Daftar Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan, Daftar Rencana Pengadaan Barang Daerah
dan Daftar Rencana Pemeliharaan Barang Daerah.

®» Pengadaan
Daftar Hasil Pengadaan,Daftar Hasil Pemelihan Barangdan Daftar Kontrak Pengadaan.

®» Penatausahaan
Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu (sejarah) Barang, Kartu Inventaris ruangan (KIR),
Buku Inventaris (Bl), Daftar Mutasi Barang Daerah, dan Rekap Hasil Sensus, serta Label
Barang.

®» Penghapusan
SK Renghapusan, Lampiran SK Penghapusddaftar Barang yang Dihapuskan

®»  Akuntansi
Daftar Barang yang masuk Neracalritracomptable), Daftar Barang Extra Comptable
Lampiran Neraca, Daftar Penyusutan Aset Tetap, dan Daftar Aset Lainnya (Barang Rusak
Berat), sertaRekapitulasi Barang Per SKPD.

Gambar 2.3. Aplikasi SIMDA BMD
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Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)

Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) mulai digunakan pada tahun 2008 guna
menunjang manajemen kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap dan UPT
Puskesmas. PengembangaBIKDA saat ini akan difokuskan pada integrasi Sistem Informasi
Manajemen Puskesmas (SIMPUS) merupakan fasilitas untuk mencatat dan mengolah data
hasil kegiatan program Puskesmas, Sistem Informasi Manajemen Program (SPTP) merupakan
fasilitas untuk mencatat dan mengolah data hasil kegiatan program di Dinas Kesehatan
(tingkat Kabupaten), Sistem Informasi Manajemen Obat (SIMO) merupakan fasilitas untuk
mencatat dan memonitor stok obat, serta Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
(SIMKA) merupakan fasilitas utuk mencatat dan mengolah data pegawai yang ada di Dinas
Kesehatan dan UPT Puskesmas.

Manfaat dari pelayanan kesehatan SIMPUS berbasis website :

®» Bagi Masyarakat.

a. Pelayanan kesehatan menjadi cepat dan efisien. Pelayanan kesehatan menggunakan
teknologi informasi akan-mempercepat pelayanan-karena setiap unit saling terhubung
dengan komputer sehingga alur pasien berobat langsung terdeteksi ke setiap unit.

b. Pasien tidak direpotkan dengan kartu berobat. Setiap pasien yang akan berobat
idealnya harus membawa katu berobat agar di tempat pelayanan kesehatan
mempermudah pencarian rekam medisnya. Dengan menggunakan SIMPUS pasien
bisa langsung dicari dengan cepat, sehingga pelayanan bisa cepat, cermat dan
terdokumentasi dengan baik.

®» Bagi Pemerintah.

a. Secara Epidemiolgi penyebaran penyakit dapat diakses pada setiap saat. Dalam
SIMPUS Online dapat diketahui peta penyebaran penyakit perwilayah yang
mempermudah dalam intervensi program kesehatan di daerah dengan kasus tertentu.

b. Pengeluaran Obat dapat diakses secara cepadda setiap saat, di setiap unit. Dalam
SIMPUS ini juga termonitor jumlah’'pengeluaran obat dan stok obat di setiap unit
pelayanan hal ini memudahkan pengawasan obat dari tingkat UPT. Puskesmas dan
tingkat kabupaten.

c. Dapat mengetahui kunjungan pasien di UP Puskesmas dan unitinit lainnya dan
menurut jenis kelompoknya.

d. Jumlah tenaga setiap UPT Puskesmas dengan mudah dapat dilihat dalam SIMKA.

e. Output Laporan sesuai kebutuhan program.

Login Form :

DINAS KESEHATAN KABUPATEN

Gambar 2.4 Login SIKDA
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SIMPUS

Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap SP2TP SIMO SIMKA Keluar

© Copyright : Kalboya@yahoo.com

Gambar 2.5 Aplikasi SIMPUS
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Gambar 2.6AplikasiSIMKepegawaian
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Secara garis besarnya keberlangsungan pelaksanaan pembangunan sangat tergantung
dari sistem perencanaan yang baik, karena semua pelaksanaan kegiatan harus diawali dari
perencanaan. Untuk lebih efisien dan efektifnya pelaksanaan perencanaan pembangurin
Kabupaten Cilacap, maka Bappeda Kabupaten Cilacap telah melaksanakan sistem
perencanaan dengan SIMRENBANGDA yang dimulai dari Musrenbang Desa/ Kelurahan,
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Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, Penyusunan Rancangan Renja SKPD,
Penyusunan RKPD san® dengan penyusunan KUAPPAS yang mudah diakses oleh publik
dengan cara digital.

Selama ini kegiatan wes ) = iremnren
perencanaan MASIh s e
dilaksanakan secara

konvensional atau manual. ®
Dengan sistem manual
ternyata banyak
kelemahankelemahan yang
muncul diantaranya
lamanya waktu dalam
melakukan pengolahan
data  sehingga  timbul
masalah keterlambatan
dalam penyajian informasi, s
kurang akuratnya doKUMEN  messsmssmece
bila perlukan perubahan
sewaktu-waktu, serta
dokumentasi yang lemah
dan tidak  berstruktur
sehingga sulit melakukan pencarian keimali sewaktu-waktu dibutuhkan.

Diharapkan dengan diterapkannya perencanaan secara SIMRENBANGDA, maka akan dapat
mengatasi segala persoalan tersebut, juga diharapkan dapat dilaksanakan efisiensi
penggunaan anggaran, peningkatan kepasitas kinerja, akuntabals aparatur dan dapat
mencegah terjadinya korupsi serta yang terpenting dapat meningkatkan kualitas pelayanan
publik di Kabupaten Cilacap.

Getting Started (] Imported From Fiel—

TANGGAL 13 FEBRUARI 2015 PUKUL 15.00

MG PCDAN PRI

PENGUMUMAN POKOK-POKOK  USER INPUT
PIKIRAN DPRD RENJA

Manfaat yang bisa diperoleh dengan pelaksanaan SIMRENBANGDA, antara lain:

Penyusunan hasil Musrenbang, Renja KPDKRD, KUAPPAS lebih terstruktur dan efektif.
Perbaikan penyusunan Musrenbang Kecamatan, Renja SKPD, RKPD dan-RRKS yang
diukur dengan kecepatan dan ketepatan-waktu penyusunan secara teknis.

Proses penyusunan Musrenbang Kecamatan, Renja SKPD, RKPD ddA-RPAS lebih
efisien dari segi biaya, waktu maupun biaya sumber daya manusia.

Pengendalian, kontrol dan pengawasan-terhadap kegiatan SKPD sejak mulai penyusunan
perencanaan yang lebih cepat dan lebih baik.

Mengurangi penyimpangan praktek pengangaran yangkan timbul kemudian hari.

Semua data perencanaan dapat tersusun rapi tidak berantakan.

Pelaksanaan proses penyusunan perencanaan lebih transparan, akuntabel dan dapat
diakses oleh publik.

Pelaksanaan SIMRENBANGDA secara efektif dilaksanakan dimulai Tramggaran 2015
untuk menyusun Perencanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016. Sosialisasi
sudah dilakukan padaTahun 2014 kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cilacap. Aplikasi SIM Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENBANGDAbenjalan
dengan menggunakan web browser dan tidak perlu menginstal lebih dahulu, sehingga dapat
digunakan kapanpun dan dimanapun dengan perangkat apapun baik menggunakan komputer
(PC), laptop, netbook ataupun tablet asalkan terkoneksi dengan jaringan imet.
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Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah /e -SAKIP /l

Sesuai catatan dan rekomendasi Kementrian PAN dan RB atas Hasil Evaluasi LAKIP
Kabupaten Cilacap Tahun 2013 yang dievaluasi tahun 2014, bahwa dalam rangka
meningkatkan kualitas $stem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIB, diharapkan
adanya pengembangan sistem dan prosedur pengumpulan data kinerjaelalui teknologi
informasi ( Tl ) yang dapat diverifikasi dan tepat waktu sehingga datkinerja yang disajikan
lebih dapat diandalkan. Hal inilah yang melatarbelakangi adanya aplikasi-SAKIP di
Kabupaten Cilacap. Dengan sistem aplikasi ini diharapkan dapat membantu SKPD dalam
pelaporan kinerja karena dapat dilaporkan secara elektronik darimana saja dan kapan saja
sepanjang dijangkau jaringan internet sehingga SKPD dapat melaporkan sexautin setiap
triwulan tepat waktu sesuai saran dari Kemenpan dan RB yang sudah dituangkan dalam
Rencana Aksi Pencapaian Perjanjian Kinerja.

Meskipun menu B s < T
X € 3 C | @ eskpoiacapatoheoids Q0 0@
yang tersedia
dalam aplikasi
sistem e SAKIP
ini masih belum
lengkap namun
upaya
pengembangan
akanterus
dilaksanakan
sesuai
kebutuhan dan
mengantisipasi
adanya
perubahan
regulasi yang g & £ A B
berakibat Gambar 2.8. Aplikasi SisterBAKIP
adanya
perubahan tentang akuntabilitas kinerja, termasuk bisa dintegrasikan dengan aplikasi sistem
lainnya yang sudah ada seperti Simrenbangda, Simkeuda, dast&in Pengendalian
Operasional Kegiatan.

L) Sek Daerah P tah Kal Cilacap publik- PUBLIK| Main| Profl | Logout
T ESAKIP (Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Kepala SKPD dan Pimpinan Daerah juga dapat memantau kinerja bawahan setiap saat jika
diperlukan karena bisa dimonitor secara langsung melalui laptop, tablet maupun smartphone
dengan memanfaatkan username dan passwdr yang sudah ada. Dengan demikian,
pengendalian dan pengawasan terhadap capaian kinerja SKPD dapat dilakukan dengan
mudah dan sesuai target yang ditetapkan.

B.RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (RENSTRA) sangat diperlukan oleh masingsing Pemerintah
Daerah, karena degan adanya rencana strategis akan membantu para Kepala Daerah dan
seluruh jajarannya dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga
Pemerintah Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai
perubahan dan tuntutan lingkungan. Disamping itu rencana strategis akan memperjelas
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konsep organisasi Pemerintah Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai
secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang
ada secara integral kompehensif. Rencana strategis Pemerintah Kabupaten Cilacap
dimanifestasikan dalam bentuk dokumen RPJMD Tahun 20422017 yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013, mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasai@imategi, Arah
Kebijakan, Program dan Kegitan yang akan diuraikan dalam bab ini, sedangkan uraian
sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2014 beserta program dan kegiatan
pendukungnya akan dijelaskan tersendiri dalam Rencanaikerja Tahunan (RKT Pemerintah
Kabupaten Cilacap Tahu2015.

_J MENJADI KABUPATEN CILACAP YANG SEJAHTERA SECARA MER

MISI

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

2. Mewujudkan Demokratisasi dan Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemerintahan yang Bel
Entrepreneur, Profesional dan Dinamis Mengedepankan Prinsip Good Gaween dan Clear
Government

3. Meningkatkan dan Memperbaiki Layanan Pendidikan dan Pelatihan, Meningkatkan Der
Kesehatan Individu dan Masyarakat

4. Mengembangkan Perekonomian yang Bertumpu pada Pengembangan Potensi Lokal dan Re
Melalui Sinergi FungsFungsi Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pariwise
Perdagangan, Industri dan dengan Penekanan pada Peningkatan Pendapatan Masyarakat
Penciptaan Lapangan Kerja.

5. Memberdayakan Masyarakat dan Seluruh Kekuatan Ekonomi Daerah, Terutama Usakia Mecil
dan Menengah (UMKM) serta Koperasi, Membangun dan Mengembangkan Pasar bagi Produk

6. Memeratakan dan Menyeimbangkan Pembangunan Secara Berkelanjutan Untuk Mengui
Kesenjangan Antar Wilayah dengan Tetap Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidiatam
Pemanfaatan Sumberdaya Alam Secara Rasional, Efektif dan Efisien.

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERA

Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam rangka mencapai misi. Tujuan adalah pernyataan
pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi; melaksanakan misi dengan
menjawab isuisu strategis dan permasalahampembangunan daerah. Sasaran adalah hasil
atau kondisi yang diharapkan dari suatu tujuan yang terukur formulasinya. Rumusan tujuan
yang dijabarkan dari visi dan misiRencana Pembangunan Jangka Meneng#&abupaten
Cilacapsebagaimana berikut.

13






